
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2025 
TENTANG 

KERJA SAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMERINTAH DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI TRANSMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 
Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Transmigrasi tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi 

Antar Pemerintah Daerah; 
 
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6694); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 
tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6915); 
4. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 368); 
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5. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 886); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI TENTANG KERJA 
SAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMERINTAH 
DAERAH. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang 

selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan 

tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
2. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya 

disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh 
Daerah dengan Daerah lain dalam rangka 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan 
percepatan pemenuhan pelayanan publik. 

3. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara 
sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap 
di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Pusat. 
4. Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia 

yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. 

5. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang 
memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha 

masayarakat dalam satu sistem pengembangan berupa 
Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi 
Permukiman Transmigrasi. 

6. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya 
disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas 

beberapa Satuan Permukiman yang salah satu 
diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan 
menjadi desa utama atau pusat Kawasan Perkotaan Baru. 

7. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah 
bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau 
beberapa permukiman sebagai satu kesatuan. 

8. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB 
adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan 

menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat 
pelayanan Kawasan Transmigrasi. 

9. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut 

Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal 
calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan 

Transmigrasi. 
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10. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut 
Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang 

wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan 
Transmigrasi. 

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 
12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

13. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut 

Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi 
pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat. 
14. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya 

disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala 

Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam 
menyiapkan kerja sama Daerah. 

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang transmigrasi. 
16. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintah di bidang transmigrasi. 
 

Pasal 2 

(1) Pelaksanaan Transmigrasi merupakan proses 
pembangunan lintas daerah yang dilaksanakan dengan 

tata cara kerja sama pelaksanaan Transmigrasi antar 
Pemerintah Daerah. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dalam bentuk kerja sama daerah dengan 
daerah lain. 

(3) Kerja sama pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung 
dengan program pemerintah pusat yang dilaksanakan 

dalam bentuk Sinergi perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Kerja sama pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sinergi 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 
dokumen kesepakatan. 

(5) Dalam pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan 
usaha, perguruan tinggi/akademisi, masyarakat, 

dan/atau media. 
(6) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

dilakukan dalam bentuk kerja sama daerah dengan pihak 
ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB II 
SINERGI PERENCANAAN DAN  

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 
 

Bagian Kesatu 

Subjek Sinergi  
 

Pasal 3 
(1) Sinergi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (2) dilakukan antara: 

a. Kementerian; 
b. Pemerintah Daerah provinsi Daerah Tujuan; 
c. Pemerintah Daerah provinsi Daerah Asal; 

d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota Daerah Tujuan; 
dan/atau 

e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota Daerah Asal; 
(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melibatkan kementerian/lembaga. 

 
Bagian Kedua 
Objek Sinergi  

 
Pasal 4 

(1) Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa 
sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengembangan 
SP, SKP, dan/atau KPB pada Kawasan Transmigrasi yang 

sudah ditetapkan oleh Menteri. 
(2) Sinergi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup 

kegiatan: 
a. perencanaan pembangunan dan perencanaan 

pengembangan Kawasan Transmigrasi;  

b. pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi; 
c. penataan persebaran penduduk di Kawasan 

Transmigrasi; dan/atau 

d. pengembangan masyarakat dan pengembangan 
Kawasan Transmigrasi. 

 
Bagian Ketiga 

Tugas dan Tanggung Jawab 

 
Pasal 5 

(1) Tugas dan tanggung jawab Kementerian paling sedikit 
meliputi: 
a. menyusun rencana Kawasan Transmigrasi; 

b. menilai usulan rencana Kawasan Transmigrasi; 
c. menetapkan rencana Kawasan Transmigrasi menjadi 

Kawasan Transmigrasi; 

d. memfasilitasi legalitas tanah; 
e. melaksanakan pembangunan Kawasan Transmigrasi; 

f. memfasilitasi perpindahan dan penempatan 
Transmigran ke Kawasan Transmigrasi; 

g. melaksanakan pengembangan SP; 

h. melaksanakan pengembangan Kawasan Transmigrasi; 
dan 

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan.  
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(2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi 
Daerah Tujuan paling sedikit meliputi: 

a. melakukan penilaian dan sinkronisasi rencana 
Kawasan Transmigrasi dengan kebijakan 
pembangunan daerah provinsi; 

b. memfasilitasi penyelesaian legalitas tanah; 
c. memfasilitasi perpindahan dan penempatan 

Transmigran ke Kawasan Transmigrasi; 
d. melaksanakan pengembangan SP tahap pemantapan; 

dan 

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan. 
(3) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi 

Daerah Asal paling sedikit meliputi: 

a. melaksanakan pelatihan calon Transmigran; 
b. memfasilitasi perpindahan dan penempatan 

Transmigran ke Kawasan Transmigrasi; dan 
c. pembinaan dan pengawasan. 

(4) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota Daerah Tujuan paling sedikit meliputi: 
a. mencadangkan areal calon Kawasan Transmigrasi; 
b. mengusulkan penetapan rencana Kawasan 

Transmigrasi menjadi Kawasan Transmigrasi; 
c. menyusun rencana perwujudan Kawasan 

Transmigrasi; 
d. menyelesaikan legalitas tanah; 
e. melaksanakan fasilitasi penataan penduduk setempat 

dan penempatan Transmigran dari Daerah Asal; 
f. pengembangan SP; dan 

g. pembinaan dan pengawasan. 
(5) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota Daerah Asal paling sedikit meliputi: 

a. memfasilitasi perpindahan dan penempatan 
Transmigran ke Kawasan Transmigrasi; dan 

b. pembinaan dan pengawasan. 

 
Pasal 6 

Tugas dan tanggung jawab Kementerian dan Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan 
sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Bagian Keempat 
Tahapan  

 

Pasal 7 
Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dilakukan melalui tahapan:  

a. persiapan; 
b. penawaran Sinergi; 

c. penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja; 
d. persetujuan DPRD; 
e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja; 

f. pelaksanaan; 
g. penatausahaan; dan 

h. pelaporan. 
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Pasal 8 
(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

dilakukan dengan menyiapkan kerangka acuan kerja oleh 
pemrakarsa. 

(2) Kerangka acuan kerja Sinergi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), paling sedikit memuat: 
a. latar belakang; 

b. maksud dan tujuan; 
c. objek; 
d. lokasi; 

e. ruang lingkup; 
f. pembiayaan; 
g. jangka waktu; dan 

h. manfaat. 
(3) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berasal dari Kementerian atau Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 9 

Kerangka acuan kerja yang disusun oleh Kementerian sebagai 
pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi 

di bidang pembangunan dan pengembangan Kawasan 
Transmigrasi berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai 

tugas dan fungsi di bidang kerja sama dan unit kerja terkait 
lainnya. 

 

Pasal 10 
(1) Kerangka acuan kerja yang disusun oleh Pemerintah 

Daerah sebagai pemrakarsa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Transmigrasi yang dikoordinasikan oleh TKKSD. 
(2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan 

pengkajian.  
(3) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun 

Nota Kesepakatan dan rencana kerja. 
 

Pasal 11 

(1) Penawaran Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  
huruf b dilaksanakan oleh pemrakarsa dengan 

menyiapkan surat penawaran mengenai rencana Sinergi. 
(2) Penawaran Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat: 

a. objek Sinergi; 
b. manfaat Sinergi terhadap pembangunan daerah; 
c. dukungan kementerian/lembaga yang diperlukan; 

d. tahun anggaran dimulainya Sinergi; dan 
e. jangka waktu Sinergi. 

(3) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditanda tangani oleh pimpinan pemrakarsa dan dilengkapi 
dengan kerangka acuan kerja. 

(4) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada calon mitra Sinergi. 
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Pasal 12 
(1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
dilaksanakan melalui mediasi persiapan Sinergi dengan 
melibatkan para pihak. 

(2) Mediasi persiapan Sinergi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan 

tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan 
pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Kementerian. 

(3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. nama SKP dan/atau KPB pada Kawasan 

Transmigrasi yang menjadi objek kesepakatan 

Sinergi; 
b. tujuan dan sasaran kualilatif dan kuantitatif yang 

akan dicapai dalam kesepakatan Sinergi; 
c. rincian kegiatan yang akan menjadi ruang lingkup 

Sinergi; 

d. tugas dan tanggung jawab para pihak dalam 
kesepakatan Sinergi; 

e. jangka waktu dan rancangan jadwal pelaksanaan 

kesepakatan Sinergi; 
f. pendanaan; 

g. pengaturan pasca Sinergi;  
h. keadaan memaksa; dan 
i. pemantauan dan evaluasi. 

(4) Ruang lingkup rencana kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) merupakan tugas dan tanggung jawab para pihak 

dalam Sinergi. 
 

Pasal 13 

(1) Rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah 
dan/atau pendanaan  belum dianggarkan dalam anggaran 
pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, 

perlu persetujuan DPRD. 
(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 14 
(1) Penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan 
oleh para pihak yang melaksanakan kesepakatan Sinergi. 

(2) Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibuat secara rangkap sesuai 
dengan jumlah para pihak. 

 

Pasal 15 
(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 

f dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing berdasarkan Nota 
Kesepakatan dan rencana kerja. 

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikoordinasikan oleh unit kerja yang mempunyai tugas 

dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan 
Kawasan Transmigrasi pada Kementerian. 
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Pasal 16 
(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf g dilaksanakan melalui fasilitasi penyusunan, 
pembahasan, dan penandatanganan dokumen Nota 
Kesepakatan dan rencana kerja. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing pihak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Unit kerja masing-masing pihak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli 

Nota Kesepakatan dan rencana kerja.  
 

Pasal 17 

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h 
memuat hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan dan rencana 

kerja.  
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

oleh unit kerja masing-masing pihak minimal 1 (satu) kali 

dalam 6 (enam) bulan kepada pimpinan organisasi.  
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

bahan evaluasi kesepakatan Sinergi. 

 
BAB III 

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 18 
(1) KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan Sinergi. 

(2) KSDD sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan antara: 
a. Pemerintah Daerah provinsi Daerah Tujuan; 

b. Pemerintah Daerah provinsi Daerah Asal; 
c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota Daerah Tujuan; 

dan/atau 
d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota Daerah Asal. 
 

Bagian Kedua 
Objek KSDD 

 
Pasal 19 

(1) KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa 

kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; 
(2) KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

kegiatan: 

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 
pelaksanaan Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah; 

dan/atau 
b. pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 

pelaksanaan Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah. 
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Bagian Ketiga 
Tugas dan Tanggung Jawab 

 
Pasal 20 

(1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi 
Daerah Tujuan paling sedikit meliputi:  
a. identifikasi potensi Kawasan Transmigrasi; 
b. advokasi dan musyawarah penetapan kawasan; 
c. penyediaan tanah untuk pembangunan Kawasan 

Transmigrasi; 
d. penatausahaan pencadangan tanah untuk Kawasan 

Transmigrasi; 
e. penataan persebaran penduduk yang berasal dari 

lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah 
provinsi; 

f. koordinasi dan sinkronisasi kerja sama 
pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah 
provinsi; 

g. penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi 
bagi penduduk setempat dan Transmigran; 

h. pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar 
lokasi Kawasan Transmigrasi; 

i. pemindahan dan penempatan Transmigran yang 

berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 
provinsi; 

j. penyuluhan Transmigrasi; 
k. pelatihan Transmigrasi; 
l. penyesuaian lingkungan baru Transmigran di 

Kawasan Transmigrasi; 
m. penampungan provinsi; 

n. pelayanan kesehatan Transmigran; 
o. pendampingan dari penampungan provinsi sampai ke 

lokasi; 

p. bantuan nonstandar Transmigrasi; 
q. monitoring dan evaluasi ke lokasi Transmigrasi; 
r. pengembangan SP pada tahap pemantapan; 

s. penguatan sumber daya manusia dalam rangka 
pemantapan SP; dan 

t. penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, dan 
kelembagaan dalam rangka pemantapan SP. 

(2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi 

Daerah Asal paling sedikit meliputi: 
a. penyuluhan Transmigrasi; 

b. pelatihan Transmigrasi; 
c. verifikasi hasil penjajakan calon lokasi penempatan 

Transmigran yang telah dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota; 
d. penyuluhan dan sosialisasi program Transmigrasi 

kepada calon Transmigran penduduk asal dan 

organisasi perangkat daerah tingkat kabupaten/ 
kota; 

e. fasilitasi dan pelatihan calon Transmigran; 
f. pengangkutan dari kabupaten/kota ke embarkasi; 
g. penampungan provinsi; 

h. seleksi akhir pra pemberangkatan; dan 
i. pengangkutan dari penampungan provinsi ke 

embarkasi. 
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(3) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota Daerah Tujuan paling sedikit meliputi: 

a. identifikasi potensi Kawasan Transmigrasi; 
b. advokasi dan musyawarah penetapan kawasan; 
c. penyediaan tanah untuk pembangunan Kawasan 

Transmigrasi; 
d. penatausahaan pencadangan tanah untuk Kawasan 

Transmigrasi; 
e. penataan persebaran penduduk yang berasal dari 

lintas daerah kabupaten/kota dari 1 (satu) daerah 

kabupaten/kota; 
f. koordinasi dan sinkronisasi kerja sama 

pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota dari 1 (satu) daerah 
kabupaten/kota; 

g. penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi 
bagi penduduk setempat dan Transmigran; 

h. pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar 

lokasi Kawasan Transmigrasi; 
i. pemindahan dan penempatan Transmigran yang 

berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 

provinsi; 
j. penyuluhan Transmigrasi; 

k. pelatihan Transmigrasi; 
l. penyesuaian lingkungan baru Transmigran di 

Kawasan Transmigrasi; 

m. pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi teknis 
calon Transmigran penduduk setempat; 

n. pendampingan dari kabupaten/kota sampai ke 
lokasi; 

o. monitoring dan evaluasi ke lokasi Transmigrasi; 

p. pengembangan SP pada tahap kemandirian; 
q. penguatan sumber daya manusia dalam rangka 

kemandirian SP; dan 

r. penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan 
kelembagaan dalam rangka kemandirian SP. 

(4) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota Daerah Asal paling sedikit meliputi: 
a. penyuluhan Transmigrasi; 

b. pelatihan Transmigrasi; 
c. Penjajakan ke calon lokasi penempatan Transmigran; 

d. penyuluhan program Transmigrasi kepada calon 
Transmigran penduduk asal; 

e. pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi teknis 

calon Transmigran penduduk asal; 
f. fasilitasi pelatihan calon Transmigran; 
g. pelatihan calon Transmigran; 

h. pengangkutan dari desa ke kabupaten/kota; 
i. cek kesehatan calon Transmigran; 

j. penyuluhan Transmigrasi sebelum keberangkatan; 
k. pendampingan dari kabupaten/kota sampai ke 

lokasi;  

l. bantuan permodalan; dan 
m. monitoring dan evaluasi ke lokasi Transmigrasi.  
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Pasal 21 
Tugas dan tanggung jawab para pihak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan 
masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Bagian Keempat 

Tahapan KSDD 
 

Pasal 22 

Tahapan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Bagian Kelima 

Tanggung Jawab Menteri 
 

Pasal 23 

(1) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Menteri bertanggung jawab atas pengaturan, pembinaan, 
motivasi, koordinasi, mediasi, advokasi, pelayanan, serta 

pengendalian, dan pengawasan. 
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang pembinaan dan pengawasan Pemerintah 
Daerah. 

 
BAB IV 

PENDANAAN 
 

Pasal 24 

Pendanaan kerja sama pelaksanaan Transmigrasi antar 
Pemerintah Daerah bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 
c. sumber pendanaan lain yang sah, 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 25 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan 
kerja sama antar Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku 

sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kerja 
sama. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 26 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama 

Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1028), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 27 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Januari 2025 
 
MENTERI TRANSMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 
         

Œ 

 
M. IFTITAH S. SURYANAGARA 

 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal   Д 
 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
 
 Ѽ 
 
DHAHANA PUTRA 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR    Ж 
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